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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi politik Islam Indonesia, sejak pra-kemerdekaan
hingga kemerdekaan, cenderung selalu menempati posisi yang
marjinal. Ini bisa dilihat secara tegas pada aspek
pengambilan keputusan politik di negeri ini yang relatif
konkrit mengalienasikan paran dan aksi umat Islam.
Padahal, Jjika ditilik secara historis, betapa peran dan
aksi umat Islam, baik pada tingkat bawah dan lebih-lebih
tingkat atas, begitu besar dalam proses tegaknya Republik
Indonesia.

Menurut Amien Rais, ada dua faktor utama vang
menyebabkan posisi dan aksi politik Islam di Indonesia
termarjinalkan, yakni: Pertama, faktor internal. Faktor
ini banyak disebabkan oleh terjadinya kejumudan dan
kemandekan umat Islam sendiri dan kecendrungan saling
cekcok di antara umat itu. Kedua, faktor eksternal. Faktor
ini terepresentasikan dalam masih kuatnya citra
Islamiphobia dari beberapa golongan tertentu di Indonesia
vang masih saja tidak mau mengakui bahwa umat Islam dalam
perjuangannya untuk mengisi kemerdekaan adalah sangat

substanaial.l)

Y Amien Rais, "Tidak Ada Negara Islam," dalam Agus
Edi Santoso (Ed.), Tidak Ada Negara Islam :@ Surat-surat
Politik Nurcholis  MadJjid-Mohamad Roem, (Jakarta:
Djambatan, 1997), hlm. xxvii.



Sebagai komunitas agama yang single madority di
Indonesia, secara moral sangatlah logis Jikalau
representasi umat Islam itu menempati posisi strategis
dalam proses pengambilan keputusan politik nasional. Ini
pulalah vyang secara frontal didapuk oleh para politikus
Islam pada awal kebangkitan Republik Indonesia, dengan
memperjuangkan Islam sebagal asas negara Indonesia.
Tetapi, perjuangan ini mengalami kegagalan karena kuatnya
benturan dengan kelompok politikus “berkultur lain",
terutama kaum nasionalis ‘'sekuler” vyang menghendaki
Indonesia tidak berasaskan agama, melainkan nilai-nilai
kultural keindonesiaan, yang dalam hal ini diformulasikan
dalam Pancasila.

Penolakan kaum kedua terhadap Islam tentang kaitan
formal antara ideologi Islam dan negara secara prospektif
diorientsikan untuk berhasil merangkul semua elemen
keindonesiaan. Dan, sebagaimana yang diyakinkan M. Hatta
dalam rapat PPKI setelah kemerdekaan, bahwa hanya suatu
"konstitusi sekuler' yang mempunyai peluang untuk diterima
oleh mayoritas rakyat Indonesia.?)

Ketegangan 1ideologis antara nasionalis Islam dan
nasionalis sekuler kembali terulang pada sidang
konstituante, setelah Pemilihan Umum pertama tahun 1955.
Perdebatan idelogis itu baru "selesai" setelah Soekarno

menge luarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana

2) Badri Yatim., Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 19893), hlm. 265.



konstituante dinyatakan bubar dan UUD 1945 diberlakukan
kembali. Dalam konsideran Dekrit yang bertujuan mengambil
"jalan tengah" itu juga dinyatakan bahwa Piagam Jakarta
menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD
1945.3) Piagam tersebut menghidupkan dan tak dapat
dipisahkan dengan UUD 1945.4)

Pergantian rezim politik dari Orde Lama ke Orde Baru
sama-sekall tak menggairahkan eksistensi politik Islam.
Kasus yang bisa dipresentasikan di sini 1ialah mentoknya
upaya tokoh-tokoh eks-Masyumi untuk merehabilitasi partai
politik vyang didirikan tanggal 7 November 1945 dan
dibubarkan oleh rezim Soekarno pada tahun 1960. Para
prenggagas rehabilitasi Masyumi, yang digawangi oleh M.
Natsir dan tokoh-tokoh Muhammadiyah, harus menghadapi
sikap frontal pemerintah, dimana pada tanggal 21 Desember
19668, ABRI mengeluarkan pernyataan bahwa Masyumi seperti
halnya PKI menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, dan
ABRI akan menindak tegas individu atau kelompok vang
menyimpang dari dokumen-dokumen penting itu. Pernyataan
sikap 1ini ikut diperkuat oleh keputusan Soeharto pada
tanggal 6 Januari 1967, bahwa karena pertimbangan hukum,

konstitusi dan psikologislah Angkatan Darat memutuskan

3) Ibid., hlm. 268.

4) Faisal Ismail, Ideologi Hegemoni dan OQtoritas
Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 95.



untuk tidak menerima ide merehabilitasi Masyumi.5)

Kontrol ketat Orde Baru terhadap ruang-gerak politik
Islam tidak hanya terhenti pada penolakan rekomendasi
rehabilitasi Masyumi tersebut, tetapi lebih Jauh Jjuga
mengimbas pada sepak-terjang politik seluruh tokoh
Masyumi. Karenanya, organisasi politik vang hendak
didirikan baru akan diakui jika bekas pemimpin Masyumi
vang senior tidak menduduki posisi di dalamnya.s) Hal ini
terbukti pada kongres pertama Partai Muslimin Indonesia
(Parmusi) di Malang, November 1968, yang memilih Mohamad
Roem, bekas Mentri Luar Negeri, Wakil Perdana Menteri dan
pemimpin elit Masyumi, sebagai Ketua Umum Partai itu.
Pemerintah secara parsial menolak susunan kepemimpinan
baru itu.’’

Sikap '"phobia” Orde Baru terhadap sepak-terjang
politik Islam semakin transparan ketika secara tegas
pemerintah menolak (1) tuntutan kelompok Islam agar Piagam
Jakarta dilegalisasikan kembali pada sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tahun 1968, dan
(2) dilangsungkannya Kongres Umat Islam Indonesia pada

tahun yang sama.s)

9) Ibid., hlm. 122-123.

6) Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi
Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia,
(Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 113.

") Ibid., hlm. 114.

8) rbid., hlm. 115.



(82}

Berpijak pada perjalanan sejarah politik Islam
tersebut, menjadi sangat krusial adanya rekonseptualisasi
terhadap politik Islam. Ini, setidaknya, didasarkan pada
dua indikasi: Pertama, realitas historis tokoh-tokoh
politik Islam dalam memperjuangkan bentuk politik Islam
vang legal-formal yang harus menghadapl benturan-benturan
keras. Perjuangan menjadikan Islam sebagai asas negara
Indonesia atau menjadikan Indonesia sebagai negara Islam
hanyalah menjadi utopia dengan implikasi-implikaesi yang
amat mengerikan, sehingga sangatlah wajar Jjika Mohamad
Roem menyatakan bahwa "di Indonesia istilah itu lebih baik
jangan dipakai, karena tidak sedikit orang yang tidak
menyukai, malah ada yang alergi.”g)

Kedua, di kalangan intelektual muslim sendiri,
gagasan tentang politik Islam atau —yang lebih ekstrem—
pemerintahan Islam (khildafah islamiyah) masih menjadi
arena perdebatan yang pelik, yang disebabkan oleh tidak
adanya penjelasan dogmatik-sistematik dalam al-Qur”an dan
Sunnah Rasul.

Teke al-Qur an vang banyak disebut sebagai landasan

dogmatis khilafah adalah surah An-Nisa® ayat 58 dan 59:10)
U/N \\/o . ‘)./ \
'YJ\_D ké;\gp\ L; (__,Aaﬂttﬂ \_9->‘JJ O <S/ L):,

9) Mohamad Roem, "Tidak Ada Negara Islam" dalam Agus
Edi Santoso (ed.), Tidak, hlm. 2.

10)  Zainal Abidin Ahmad, Konsepsi Politik dan
Ideologi Islam, Ilmu Politik Islam II, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1977), hlm. 85.
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Menurut Ibnu Taimiyah (1283-1330 M.), dalil tersebut
mengandung: Pertama, ayat 58 ditujukan kepada pembesar-
pembesar negara yang bertanggungjawab atas pemerintahan
supaya mereka tetap bersikap "amanah" kepada rakyat, dan
menjalankan '"keadilan” di dalam segala hukumnya. Kedua,
ayat 59 ditujukan kepada rakyat, supaya "bertaat" kepada
Tuhan dan Rasul dan Ulil Amri yang sudah mereka pilih
untuk memimpin negara di dalam kedudukan apa pun, asal
tidak menyimpang dari hukum Tuhan dan Rasul.ll)

Sementara Abdul Muta“al Shu’aidi mengadopsi surah

Al-Maidah ayat 8 sebagai landasan normatif politik

Islam:lz)
el i Py N N A « ,;,\ N
/‘ \// o \ \ J-( [ \ i ,
,k4b——~“”‘jkxi (_)NP D \ L){:a> ol
1L rbid.

12) rpid., hlm. 87.
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Menurutnya, sikap adil dan takwa adalah dasar vyang
meliputi, vyang dirasakan kebahagiaannya oleh orang-orang
di dalam Islam dan juga oleh orang-orang di luarnya.la)

Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa esensi
penegakan khilafah dalam sejarah politik Islam lebih
bersifat sosiologis, dengan aksentuasi menciptakan sistem
bermasyarakat yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan
kemanusiaan. Penempatan keadilan terhadap semua manusia
dan kejujuran, keikhlasan serta tanggungjawab dalam
melaksanakan konstitusi negara tanpa membedakan bangsa dan
agama merupakan substansi pemerintahan Islam.14)

Selaras dengan gagasan tersebut, korespondensi
politik Nurcholis Madjid dan Mohamad Roem yang kemudian
diterbitkan oleh Djambatan Jakarta pada tahun 1997 dalam
“Tidak Ada Negara Islam : Surat-surat Politik Nurcholis
Madjid-Mohamad Roem'" menjadi bahan kajian yang sangat

kompatibel dengan fakta sosio-politik keindonesiaan. Hal

ini, setidaknya, disebabkan oleh dua faktor: Pertama,

13) rbid.

14) Ibrahim Lubis, Agama Islam, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982), hlm. 512.



surat-surat politik itu tidak lagi membicarakan politik
Islam dalam kerangka formalisme-legalisme seperti vyang
terjadi pada Sidang Konstituante, tetapi lebih menohok
pada politik Islam substansialisme, yang memuat nilai-
nilai keadilan, egaliter dan kemaslahatan nasional,
sekaligus sebagai solusi strategis untuk menghindarkan
benturan politik dengan kekuasaan Indonesia yang berbau
"sekuler"”.

Kedua. buku ini ditulis oleh dua tokoh umat yang
memiliki basic kesejarahan yang berbeda. Nurcholis Madjid
dapat dinyatakan sebagai representasi intelektual muda
Islam Indonesia yang kritis terhadap perubahan tuntutan
dan kebutuhan umat, termasuk dalam aksi politik. Sementara
Mohamad Roem sebagai "angkatan sepuh’ yang secara langsung
terlibat dalam perdebatan ideologis dan ikut merasakan
intervensi rezim terhadap gerakan politik Islam, merupakan
"saksi sejarah” vyang pada tingkat selanjutnya menjadi
pembenar akan diperlukannya rekonseptualisasi politik

Islam.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat
dirumuskan dua pokok masalah:
1. Bagaimana konsep politik Islam dalam buku Tidak Ada
Negara Islam : Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-
Mohamad Roem?

2. Bagaimana hubungan antara konsep politik Islam dalam



buku Tidak Ada Negara Islam : Surat-surat Politik
Nurcholis Madjid-Mohamad Roem dengan realitas politik

Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan

Tujuan vang ingin dicapai dalam skripsi ini, antara

lain:

a. Untuk menjelaskan secara konseptual identitas
politik Islam Indonesia sebagaimana yang dikandung
buku Tidak Ada Negara Islam : Surat-surat Politik
Nurcholis Madjid-Mohamad Roem itu.

b. Untuk menjelaskan adanya hubungan erat antara
substansi politik Islam dengan sistem ideologil
negara Indonesia.

2. Kegunaan

Kajian ini diharapkan dapat berguna dalam
mengembangkan pemikiran politik Islam. Terutama tentang
perlunya simbiosis interpretasi antara teks doktrinal
tentang politik Islam dengan latar sosio-politik dan
kultural suatu nasionalisme, yang dalam konteks ini adalah
keindonesiaan, sehingga bisa mengikis habis gemua
kemungkinan konfrontasi yang +tidak diperlukan akibat

hbenturan cita-ideologis yang kaku.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang politik Islam Indonesia telah banyak
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dilakukan, baik oleh kaum muslim sendiri maupun non-
muslim, khususnya tentang aksi politik Mohamad Roem.
Sementara penelitian tentang pikiran politik Nurcholis
Madjid relatif kecil. Hal ini mudah dimaklumi karena
antara Nurcholis Madjid dan Mohamad Roem terdapat
kesenjangan kesejarahan yang amat mencolok.

Di antaranya adalah buku bunga rampai yang disunting
Suratmin (1988) Mr. Mohamad Roem, Karya dan Pengabdiannya
vang banyak memuat tulisan kaum sosialie. Kendatl secara
ideologis para penulis buku ini, di antaranya Soebadio
Sastrosatomo, Mr. Ide Anak Agung Gde Agung dan George Mc.
T. Kahin dan Dr. H.J. Van Roijen, berseberangan dengan
Mohamad Roem, namun buku ini memperlihatkan kekaguman
politis terhadap sepak-terjang Mohamad Roem. Buku ini
memotret secara panjang-lebar pikiran dan aksi politik
Mohamad Roem, baik selama masa imperialisme Belanda dan
Jepang maupun periode kemerdekaan dan keterlibatannya
dalam tubuh partai politik Islam Masyumi. Mohamad Roem
termasuk sosok intelektual muslim Indonesia yang menjadi
“tumbal"” persitegangan politis antara kelompok nasionalis-
gsekuler yang didukung pemerintah atas prakarsa integrasi
nasional dengan kelompok nasionalis-Islam pada awal
tegaknya Republik Indonesia seperti dalam Sidang
Konstituante, yang kemudian menggiring aksi politiknya

dari kerangka politik Islam legali-formal ke arah vyang



L

gubstansialisme.

Kemudian  buku Islam dan  Negara, Transformasi
Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia Kkarya
Bahtiar Effendy. Meskipun tidak secara spesifik buku ini
membicarakan Mohamad Roem, namun dalam banyak aspeknya,
buku 1ini menempatkan Momahad Roem sebagai elit politikus
Islam Indonesia yang turut merasakan arogansi kekuasaan,
semisal kasus penolakan terhadap kepemimpinan Mohamad Roem
dalam struktur Parmusi hasil kongres Malang.

Buku Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama, Wacana
Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila karya Faisal
Ismail, Jjuga melibatkan Mohamad Roem dalam proses sejarah
politik Islam Indonesia. Buku vyang disunting dari
disertasi ©S-3 ini, secara panjang lebar mengulas wacana
ketegangan Islam dan Pancasila dalam berbagai era
kekuasaan yang berbeda, semenjak perdebatan ideologis di
BPUPKI, Sidang Konstituante hingga Orde Baru. Dan, kiprah
Mohamad Roem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
sejarah kelam aksi politik Islam tersebut. Serta skripsi
S-1 Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta karya
Mashudi yang berjudul Mr. Roem dan Perjuangannya yang
memuat rekaman pergulatan politik Islam dalam tiga dekade
politik Indonesia.

Adapun kajian tentang pemikiran dan aksi politik
Nurcholis Madjid relatif kecil. Konsentrasi penelitian
terhadap Nurcholis Madjid lebih pada pemikiran

pembaharuan hukum Islamnya semisal gerakan sekulerisasi,



tidak pada konsepsi politiknya. Nurcholis Madjid dalam
kancah intelektualitas lebih dinilai sebagai "pembaharu
syari’at" daripada "pembaharu politik", kendati Jjuga harus
diakui bahwa pembaharuan Islam Jjelas korelatif dengan
aspek politik.

Salahuddin menulis skripsi di Fakultas Adab IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul Pemikiran Islam
Nurcholis Madjid. Skripei ini melukis sosok Nurcholis
Madjid sebagai “pemikir umat" yang getol me lakukan
pembaharuan pemikiran Islam, Kkhususnya dalam konteks
keindonesiaan. Dalam aspek politiknya, karya ini merekam
konsep politik yang pernah dilontarkan Nurcholis Madjid,
yakni; Islam Yes; Partai Islam No?, sebagai salah-satu
upaya pembaharuan politik legal-formal ke substansial,
vang sekaligus mengidentikkan Nurcholis Madjid dengan
pikiran politik Islam kontekstual.

Secara konseptual, buku-buku yang mengulas tentang
kiprah politik Nurcholies Madjid dan Mohamad Roem tersebut
cukup komprehensif untuk menjelaskan identitas politik
Islam Indonesia. Namun, salah-satu variabel yang tidak
mendapatkan proporsi yang memadail dalam memotret kedua
tokoh Islam tersebut ialah aspek penekanan "keadilan"” yang
berjiwakan demokrasi sebagal basic oriented politik Islam
dalam kontekes suatu pluralitas semisal Indonesia. Padahal,
aksentuasi ‘"keadilan'" sebagai pengejawantahan masyarakat
madani (civil society) merupakan esensi pemikiran politik

kedua tokoh ini, dimana politik Islam tidak lagi
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dihadirkan dengan wajah legal-formal yang niscaya hanya
akan meletupkan konfrontasi di hadapan kekuasaan,

melainkan dengan substansinya.

E. Kerangka Teoritik

Sebagai "agama langit" yang diperuntukkan bagi
manusia yang "bumi", Islam dapat disederhanakan terdiri
dari dua variabel fundamental, yakni normatif ("langit")
dan historis ("bumi"). Antara keduanya terjalin akulturasi
vang kemudian kita kenal sebagai Islam karfah. Wajah
Islam, dan bahkan agama apa pun, dalam proses artikulasi
dan aktualisasinya baru terwujud ketika dipahami, dihayati
dan dipraktekkan oleh pemeluknya dalam realitas budaya.
Jadi, begitu agama diwahyukan kepada manusia, maka ia
sudah terlibat dalam proses kompormi dan tawar-menawar
dengan norma-norma budaya yang melembaga dalam kehidupan
manusia.lS) Di sinilah elan-vital pembacaan Islam sebagail
agama yvang normatif dan historis.

Pada sisi normatif, Islam ditunjukkan dalam tekes-teks
al-Qur an, sedang pada sisi historis, Islam dimunculkan
melalui hadist-hadist. Sebagai penyampai normativitas
kepada manusia, Nabi menampilkan penafsiran-penafsiran
agar teks normatif itu bisa diimplementasikan, dengan

mendialogkannya secara intens dan produktif terhadap

15) Komaruddin Hidayat, Tragedi RadJa Midas: Moralitas
Agama dan Krisis Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1998),
hlm. 4-5.
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realitas budaya pemeluknya, atau entitas sosiologisnya.
Inilah salah-satu fungsi hadist dalam kaidah Ilmu Ushul
Figh, sebagai penafsir atau penjelas terhadap hukum Islam
dalam al-Qur”an, di samping fungsi penetap atau pembenar
dan pencetus atau penggagas suatu hukum vang tidak
tercantum dalam al-Qur-‘an.16)

Adanya unsur historis vis-a-vis sosiologis dalam
hukum Islam menjadikan premis-premis Islam antar varian
kawasan dan zaman mengalami perbedaan-perbedaan, kendati
landasan normatifnya sama, yang disebabkan oleh adanya
tuntutan dan kebutuhan variatif antara sutu komunitas
dengan komunitas lainnya. Sehingga sangatlah wajar Jika
Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat bahwa hakikat penetapan-
penetapan hukum (tasyri”) adalah untuk melahirkan
kemaslahatan bagi manusia, yang bersifat daruriyah
(tuntutan), hajiyah (kebutuhan) dan tahsiniyah
(penyempurnaan)l?) yang selaras dengan prinsip al-maslahah
al-mursalah yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta
syaz az-zarl ah (mencegah kerusakan), karena hal-hal itu
vang menjadi tujuan hukum Islam.18)

Dalam konteks politik pun, aspek sosiologie memainkan

peranan yang tidak bisa diremehkan. Secara historis, harus

16) Abdul Wahab Khallaf, “Ilm Ush@l Figh (ttp.: Darul
Qolam, 1978), hlm. 39-40.

17) Nourouzzaman Shiddiqi, Figh Indonesia: Penggagas
dan Gagasannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.
65.

18) rbid., hlm. 69.
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diakui bahwa epistemologi khild@fah baru muncul setelah
Nabi wafat.l9) Akibatnya, sistem khildfah selalu mengalami
perubahan-perubahan vang dipengaruhi oleh faktor
sosiologis. Abu Bakar diangkat melalui pemilihan terbuka,
terutama antara lima tokoh yang mewakili unsur utama dalam
masyarakat Islam pada waktu itu, Umar bin Khattab diangkat
melalui penunjukan oleh pendahulunya, Ustman bin Affan
diangkat melalui pemilihan dalam suatu pertemuan terbuka
oleh "dewan formatur" yang terdiri dari enam orang yang
ditunjuk oleh pendahulunya, bukan berdasarkan anasir umat
dan Ali bin Abu Thalib diangkat melalui pemilihan dan
pertemuan terbuka, namun dalam suasana kacau, sehingga
pengangkatan Ali ditolak oleh sebagian masyarakat,

termasuk Mu“awiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Suria,zo)

yvang
pada fase selanjutnya melecutkan pertikaian umat Islam
melalui perang Jamal dan Shifin.2l) Sejarah ini sangat
signifikan mengilustrasikan bahwa aspek situasi dan
kondisi mengandung implikasi substansial dalam proses

pengambilan keputusan (tasyri”), termasuk dalam konstalasi

politik. Islam dengan demikian sama-sekali tidak "menutup

19)  Qomaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu
Taimiyyah, ter). Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka, 1995),
Cet. II, hilam: 1l1lO:

20) Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: AJjaran,
Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm. 30-
3l;

21)  Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan
Amien Rais tentang Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999), hlm. 35.
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diri" terhadap realitas sosiologis yang melingkarinya.

Diskursus ini selaras dengan teori Ilmu Sosiologi
tentang definisi suatu situasi yang dipelopori W.I. Thomas
(1863-1947). Menurut Thomas, kita hanya dapat bertindak
tepat bila kita telah menetapkan sifat Bituasi.ZZ)
Masyarakat sebagai komponen kebangsaan (negara) dari masa
ke masa akan selalu mengalami perubahan dan pergeseran.
Apabila dalam masyarakat (negara) timbul golongan-golongan
atau kelompok baru yang memajukan kepentingan-kepentingan
baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara
keseluruhan akan menunjukkan perubahan-perubahan dalam
pola-pola kehidupan politik.za)

Dari s8ini menjadi Jelas bahwa unsur sosiologis suatu
masyarakat (negara) memainkan pengaruh vang sangat
signifikan pada, misalnya, keputusan kebijaksanaan
(political decision), corak dan sifat keabsahan politik
(political legitimacy), sumber-sumber kewenangan politik,
pengendalian sosial (social control) dan perubahan sosial
(social change).?%) Kajian tentang masyarakat (negara)

tidak dapat dilepaskan dari penilaian dan valuasi,

22) Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, Sosiologi,
terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: Penerbit
Erlangga, 1993), hlm. 17.

23) Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik,
(Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 20.

24) rpid.
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sebagaimana filsafat, teologi, hukum, sastra dan bermacam-
macam sen1.25’

Dalam konteks ini, teori politik Ibnu Taimiyah (661-
728 H) dan John Locke (1832-1704 M) memperlihatkan etos
etika yang sangat kompatibel dengan realitas politik Islam
itu. Dalam gagasannya, Ibnu Taimiyah bersandar pada
hakikat agama (ad-dIn) dan menggabungkannya dengan
argumentasi sosiologis. Metodologi ini mudah dimaklumi
sebab dibangun di atas kesadaran dogmatis bahwa al-Qur’an

26) tentang

tidak menegaskan satu konstitusi apa pun
pemerintahan (khildfah, imamah).

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip Qomaruddin
Khan, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan
kecuali dengan suatu tata sosial dimana setiap orang
tergantung kepada yang lain-lainnya, vyang sekaligus
membuktikan diperlukannya seseorang untuk mengatur
mereka.2!) Kesejahteraan umat manusia harus dikristalisir
menjadi sebuah masyarakat, bekerjasama dan saling tolong-

menolong. Inilah yang pada dasarnya menempatkan manusia

sebagai makhluk sosial. Maka apabila umat manusia telah

25) Ismail R. al-Faruqi, "Islamisasi Ilmu-ilmu
Sosial” dalam Abu Baker A. Bagader (ed.), Islam dalam
Perspektif Sosiologi Agama, terd. Machnun Husein
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 14,

26) Qomaruddin Khan, Pemikiran, hlm. 116.
27) Ibid., hlm. 58.
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diorganisir, sudah pasti banyak hal-hal yang harus mereka
lakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan banyak pula
hal-hal yang tidak boleh dilakukan karena akibat-akibatnya
vang buruk. Mereka dituntut mematuhi pemimpin yang
menjunjung tinggil cita-cita tersebut. Seluruh umat manusia
harus tunduk kepada para pemimpin atau orang-orang yang
mencegah kejahatan tersebut.28)

Pemahaman Ibnu Taimiyah akan pentingnya sebuah
struktur kepemimpinan (imamah) itu secara normatif
disandarkan pada pembacaan surah An-Nisa® ayat 58 dan
59,29) bahwa ayat pertama diturunkan kepada para pemimpin
(pejabat) agar mereka senantiasa menunaikan amanah kepada
vang berhak, agar mereka berlaku adil, dan ayat kedua
ditujukan kepada rakyat, tentara dan lainnya. Mereka ini
wajib mentaati pemimpin yang bertindak adil, kecuali bila
pemimpin-pemimpin itu memerintah dengan maksiat. Sikap
tersebut telah berarti mentaati Allah dan rasulNya, dan
telah pula menunaikan kewajiban kepada pemimpin-pemimpin
sebagaimana diperintahkan Allah dan rasulNya, seperti

termaktub dalam surat al-Maaidah ayat 2:30)

28) rIbid., hlm. 58-59.
29) Linhat catatan kaki 10.

30)  Ibnu Taimiyah, as-Siyasah as-Syar ilyyah 31
Ishldhi ar-R&a°i wa ar-R&°iyyah, (ttp.: Dar al-Kitab al-
“Araby bi Mishr, 1969), hlm. 5; Ibnu Taimiyah, Pedoman
Islam Bernegara, terj. K.H. Firdaus A.N. (Jakarta: Bulan
Bintang, 1989), Cet. IV, hlm. 10-11.
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Sumber teori politik Ibnu Taimiyah secara global
dapat dipetakan dalam dua poin: Pertama, Islam pada
hakikatnya menghendaki tata sosial vyang terorganisir
sehingga agama dapat berfungsi sebagaimana mestinya.al) A
sini, agama ditempatkan sebagal spirit menggapai
harmonitas, yang notabene menuntut tatanan pemerintahan
vang adil. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa karena alasan
inilah (keadilan akan menghadiahkan kebaikan) Allah
menolong pemerintahan yang adil walaupun dimiliki orang-
orang kafir dan tidak menolong pemerintahan yang sewenang-
wenang walaupun dimiliki orang-orang muslim.32)

Kedua, karena keharusan menegakkan negara telah
dinyatakan oleh al-Qur“an dan argumentasi-argumentasi
sosiologis, maka tidakiah sulit untuk menyadari betapa
"Nabi telah memerintahkan kepada ummahnya untuk mengangkat
orang-orang yang akan mengatur urusan-urusan mereka dan

memerintahkan kepada orang-orang itu untuk melaksanakan

amanah-amanah mereka dan berlaku adil apabila menengahi

31) Qomaruddin Khan, Pemikiran, hlm. 57-58.
32) rbid., hlm. 59.



mereka . "33)

Aksentuasi amanah dan keadilan dalam teori politik
Ibnu Taimiyah tampak semakin urgen melalui pembacaannya
bahwa negara bukanlah negara yang ditegakkan Allah atau
vang ditegakkan berdasarkan kekuatan militer semata-mata,
tetapi negara yang di dalamnya terjalin kerjasama di
antara semua anggota masyarakat untuk mewujudkan ideal-
ideal mereka bersama.3?) Bentuk dan struktur pemerintahan
menjadi tidak penting atau paling-paling merupakan hal

35) Lembaga-lembaga dan badan-badan untuk

vang sekunder.
memajukan, mengorganisir dan mengatur urusan-urusan negara
hanyalah masalah sekunder, yang sifat, bentuk maupun
konstitusinya hanya dapat ditetapkan menurut waktu keadaan
tertentu.°®) Aspek paling primer bagi Ibnu Taimiyah ialah
merealisasikan tujuan-tujuan Islam dalam tata politik
seperti menegakkan keadilan, mencegah kejahatan dan
mengumpulkan zakat. Dan untuk mencapai semua tujuan itu
sangat diperlukan adanya imamah; yang ketetapan-ketetapan

konstitusionalnya tidak digariskan oleh al-Qur an,

melainkan dibiarkan sejalur dengan situasi-situasi

33) Ibid., hlm. 62-63.
34) Ibid., hlm. 310.
35) rbid., hlm. 78.
36) Ibid., hlm. 79.
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historis.37)

Premis ini menjadikan gagasan politik Ibnu Taimiyah
bersifat universal dan substansial. Politik sebagai
kegiatan bernegara merupakan kesatuan organis dimana
setiap anggotanya berpartisipasi dengan sedaya-
upayanya,aa) tanpa mempersoalkan otoritas negara tersebut
diperoleh dari Allah atau semacam pemilihan suara.39)
Bahkan, dengan ekstrem, Ibnu Taimiyah tidak pernah
mengharapkan ummah kemball ke zaman Nabi dan khalifah-
khalifah Rasyidun, eebab idealisme semacam itu tidak
mungkin diwujudkan lagi karena kondisi-kondisi sejarah
telah jauh berubah.40)

Sementara John Locke memprakarsal gagasan politiknya
dari realitas kejiwaan manusia yang penuh nafsu dan dendam
vang rentan kekacauan. Di sini, sebagaimana dikutip Deliar
Noer, John Locke mengisyaratkan urgensi suatu badan

tersendiri yang mempunyai kekuasaan politik, yaitu:

hak untuk membuat undang-undang (hukum), ...untuk
mengatur dan memelihara milik, wuntuk mempergunakan
kekuatan masyarakat dalam menjalankan hukum tadi, dan

37) Ibid., hlm. 106.
38) rIbid., hlm. 311,
39) Ibid., hlm. 308.
40) rpid., hlm. 309.
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dalam mempertahankan negara terhadap serangan luar,
segalanya ini semata-mata untuk kebaikan bersama.41)

Bagi John Locke, legitimasi publik terhadap badan
politik itu (negara) merupakan syarat mutlak berhasilnya
pengakomodasian kepentingan masyarakat yang plural itu.
Dan, untuk menggapai legitimasi itu, John Locke
mengidealkan keputusan atau persetujuan berdasar suara
terbanyak (mayoritas) sebagai suatu mekanisme vang
memungkinkan terpeliharanya kebulatan masyarakat dan
terhindar dari perpecahan.42) Kekuasaan tertinggl tetap
berada di tangan masyarakat, dan penguasa hanya menjadi
telangkal saja dari masyarakat tadi.43)

Teori politik John Locke yang menempatkan masyarakat
sebagai "penguasa’ membawa implikasi logis untuk
memfokuskan kepentingan pluralistis itu dalam satu frame
perundangan. Dalam suatu nasionalisme yang plural secara
etnis dan religius, seperti Indonesia, aplikasil teori
John Locke 1ini terlihat kian menemukan kohesivitasnya,
terutama dalam kaitannya dengan pendirian John Locke yang
menginginkan pemisahan agama dari negara. Menurutnya,
masing-maging kesatuan ini (negara dan agama) mempunyai

daerahnya sendiri-sendiri. Masyarakat politik dibentuk

41) peliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat
(Bandung: Mizan, 1998), Cet. III, hlm. 120.

42) 1pid.
43) rpid., hlm. 121.
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untuk "memajukan kepentingan-kepentingan sipil mereka
sendiri, (yaitu) hidup, kemerdekaan, kesehatan, dan sakit-
senang badaniah, dan (menjaga) milik (berupa) benda lahir,
seperti wuang, tanah, rumah-rumah, perabot dan seumpama
itu". Sedangkan agama, John Locke menyebutnya gereja,
adalah "kumpulan manusia secara sukarela...untuk memuja
bersama Tuhan dengan cara yang menurut mereka dapat Ia
terima dan bisa berpengaruh terhadap keselamatan jiwa-jiwa
mereka. Dalam kumpulan ini tiada sesuatu pun yang harus
atau pun dapat diselesaikan yang bersangkutan dengan milik
berupa benda-benda keduniawian. Di sini tidak dapat
dipergunakan kekerasan" .44)

Kekuasaan, dengan sendirinya tidak berkaitan dengan
apa pun, kecuali "tujuan pokok dan utama manusia untuk
bersatu membentuk negara dan menempatkan diri di bawah
satu pemerintahan, adalah untuk melindungi milik
mereka".49) Pada titik inilah, pelaksanaan konstitusi
dalam kaitannya dengan recovery kepentingan dan hak-hak
masyarakat luas menjadi penentu tegak-ambruknya kekuasaan
politik itu. Dengan demikian  proses pengambilan
kebijaksanaan harus selalu berporoskan wacana keadilan,
persamaan dan kemanusiaan demi terakomodirnya opini publik

itu.

44) rpid., hlm. 122-123.
45) rpid., hlm. 123.



F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis data dalam skripsi 1ini, penulis
menggunakan metode deskriptif, yaitu metode dengan
menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang
gituasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan,
sikap yang menampak, atau tentang satu proses yang sedang
berlangsung pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang
sedang muncul, kecendrungan yang menampak, pertentangan
yang meruncing, dan sebagainya,46) dengan tekhnik analisis
isi (content analisys) terhadap buku Tidak Ada Negara
Islam: Surat-surat Politik Nurcholis MadJjid-Mohamad Roem
sebagal sumber primernya (primary sourch), serta ditunjang
riset kepustakaan (library research). Data-data yang telah
terkumpul kemudian diverifikasi secara ketegoris
berdasarkan muatan-muatan makna yang ditunjukkan, sehingga
klasifikasi yang ditetapkan selaras dengan otentisitas
pemikiran yang digagas kedua tokoh itu. Di samping
metodologi ini dapat menegaskan sebuah paradima vyang
mulanya kompleks menjadi sedemikian runtut dan subtil,
keuntungan lain vang dituai ialah meminimalisir
kemungkinan intervensi subyektif peneliti terhadap
pemikiran keduanya, yang notabene  merupakan variab

esensial dalam sebuah kegiatan penelitian ilmiah.

46) Wwinarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah:
Dasar, Metoda dan Teknik (Bandung: Tarsito, 1985), hlm.
139.
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2. Pendekatan

Karena penelitian yang penulis garap adalah diskursus
politik Islam Indonesia dalam buku Tidak Ada Negara Islam:
Surat-surat Politik Nurcholis Madjid-Mohamad Roem, yang
tentunya sangat dipengruhi oleh variabel-variabel
sosiologis keindonesiaan, maka analisis ini menggunakan
pendekatan sosiologis, yaitu suatu pendekatan vang
menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat yang sederhana
maupun kompleks senantiasa terdapat kecendrungan untuk
timbul proses pengaturan atau pola-pola pengendalian
tertentu yang formil maupun yang tidak formil,47) serta
disebabkan sosiologi bukan merupakan disiplin yang
normatif, akan tetapi disiplin yang ketegoris; artinya,
sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini,
dan bukan mengenal apa yang terjadi atau seharusnya

terdadi.48)

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara
menyeluruh dan sistematis dalam skripsi ini, penulis
menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

47) Miriam Budiardjo, Dasar-dasar, hlm. 20-21.

48) Soejono Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar
(Jakarta: CV. Rajawali, 1986), Cet. VII, hlm. 17.
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pembahasan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, tentang diskursus politik Islam yang berpijak
pada geologi politik, relasi Islam dan politik dan peta
historis politik Islam Indonesia.

Bab 111, memuat latar-belakang terjadinya
korespondensi politik antara Nurcholis Madjid dengan
Mohamad Roem, pemikiran Islam serta relasi Islam dan
politik dalam konteks keindonesiaan.

Bab IV, memetakan hasil perbandingan konseptual
antara Nurcholis Madjid dengan Mohamad Roem yang meliputi
persamaan dan perbedaannya.

Bab V, adalah bab penutup, yang berisikan kesimpulan

dan saran-saran.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Politik Islam, baik dalam perspektif normatif maupun
historis, menampakkan dirl sebagai wacana vang
multiinterpretatif. Hal ini bisa ditelusuri melalui aspek
normatif, dimana Islam (al-Qur‘an dan sunnah) tidak
menjustifikasi satu sistem politik yang baku, dan aspek
historis, dimana Nabi dalam memimpin Madinah vang
memperlihatkan ciri "Kepala Negara" tidak pernah menyebut
wilayah kekuasaannya sebagai "Negara Islam" dan menyandang
gelar lain kecuali "Rasulullah'". Fakta ini dalam
perkembangannya membuahkan kontroversi berkepanjangan di
kalangan intelektual Islam tentang konsep politik Islam.

Di satu pihak, muncul golongan yang mendeskripsikan
politik Islam dalam kerﬁngka vang legal-formal, dengan
mendasarkan argumentasinya pada teks-teks normatif tentang
kewajiban menegakkan khildfah di muka bumi, sebagaimana
vang digagas Abul A°la Al-Maududi. Tetapi di pihak lain,
terdapat kalangan yang menafsirkan teks-teks khilafah
secara kontekstual, dengan lebih menusuk pada dimensi
etisnya seperti ajaran keadilan, amanah, musyawarah dan
persamaan, daripada idealisasi legal-formalnya.

Dalam konteks keindonesiaan, sejarah telah
menunjukkan bahwa upaya mengimplementasikan wacana politik

Islam vang legal-formal, dimana Islam diperjuangkan
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sebagai dasar Negara Indonesia, sebagaimana vyang
diperjuangkan M. Natsir dan kawan-kawannya dalam Sidang
Konstituante, hanya memicu konfrontasi dengan poros
kekuasaan vang notabene mengutamakan integritas dan
integrasi elemen keindonesiaan yang plural secara
ideologis, kultur, sosial dan religius. Salah-satu bukti
hegemoni itu ialah dibubarkannya Partai Islam Masyumi pada
tahun 1960 oleh Presiden Soekarno.

Fakta ini mengindikasikan bahwa persitegangan
ke lompok Islam dengan kelompok sekuler vang
direpresentasikan pemerintah Indonesia atas prakarsa
stabilitas nasional, bermula dari upaya kelompok Islam
menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam. Berdasarkan
pengalaman emas tersebut, maka perlu diambil langkah
rekonseptualisasi politik Islam Indonesia secara
akomodatif dan apresiatif terhadap realltas Indonesia,
dengan tujuan fundamental untuk menegasikan benturan-
benturan politis dengan pemerintah serta mewujudkan
harmonitas antara Ielam dan pemerintah Indonesia. Dan,
wujud rekonseptualisasi tersebut ialah dengan menampilkan
politik Islam secara substansial yang berpijak pada
prineip-prinsip etis politik Islam, sebagaimana yang
diperlihatkan oleh Nurcholis Madjid dan Mohamad Roem dalam
surat-surat politiknya.

Dengan demikian, kesimpulan yang bisa diketengahkan
di sini adalah :

1. Implementasi politik Islam dalam suatu negara harus

1565
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disandarkan pada realitas perpolitikan negara yang
bersangkutan. Politik Islam harus ditempatkan secara
proporsional, rasional dan realistis, untuk menjauhkan
diri dari benturan-benturan politik;

Secara prinsipil, terdapat perbedaan ideologis antara
Nurcholis Madjid dan Mohamad Roem dalam mengapresiasi
wacana politik Islam. Nurcholis Madjid tergolong dalam
kelompok muslim modernis yang tidak menjustifikasi
politik Islam secara formal, tetapi lebih pada
framework substansial. Sementara Mohamad Roem 1lebih
menohokkan variabel sosio-politik dalam mengkalkulasi
wajah politik Islam, yang mengarah pada kecenderungan
vang formal. Namun, dalam konteks Indonesia vang
plural, Mohamad Roem mengartikulasikan politik Islam
secara kontekstual pula, kendati tetap dengan "niatan”
menegakkan politik Islam yang legal.

Konsep politik Islam yang digagas Nurcholis Madjid dan
Mohamad Roem dalam surat-surat politiknya merupakan
identitas politik Islam yang sinergis dengan realitas
perpolitikan Indonesia berdasarkan wacana sosiologis
fungsionalnya dengan mengutamakan tegaknya keadilan,
amanah dan musyawarah sebagaimana digariskan Ibnu
Taimiyah dan John Locke demi terakomodasinya hak-hak
individu yang plural secara etnis, kultur dan religius;
Secara normatif, prinsip-prinsip etis politik Islam itu
sublim dengan entitas demokrasi dan secara substansial

tidak bertentangan dengan sistem politik Indonesia yang
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terjustifikasl dalam sila-sila Pancasila.

Saran-saran

Menumbuhkan kesadaran internal dalam diri setiap Muelim
bahwa Islam pada tataran implementasinya harus
mempertimbangkan nilai-nilai kultural suatu zaman dan
kawasan sebagal back-ground penggalian hukum (tasyrI”);
Disebabkan oleh normativitas politik vyang sangat
pringipil dalam Islam, maka bentuk aktualisasi dan
ekspresl politik Islam tidak boleh dijustifikasi pada
satu sistem politik yang baku atau legal-formal an
sich, tetapi 1lebih diproyeksikan pada terjaminnya

eksplorasi prinsip-prinsip etik-moralnya;

. Menjadi kewajiban seluruh umat Islam Indonesia untuk

menerima, mendukung dan mengamalkan sila-sila Pancasila
karena secara substansial tidak bertentangan dengan

prinsip-prinsip etis politik Islam;

. Perubahan dan pergeseran konseptual dalam agama Islam,

termasuk diskursus politik, merupakan esensi Islam

sebagal agama yang ra@matan lil-"alamIn.
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